WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR & TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN
2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN

Menimbang

Mengingat

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

bahwa dengan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020 dan untuk
mengantisipasi ketidaktaatan wajib pajak membayar
pajak perlu diberikan pengurangan atas besarnya PBB P2
terutang yang telah ditetapkan;

bahwa untuk terselenggaranya hal tersebut maka
Peraturan Wali Kota Padang 4 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Padang 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Padang 4 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, perlu diubah dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walkota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
NegaraTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 550); '
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor
27);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018
tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan
Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Derah Kota Padang
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Padang Nomor 99);

Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kota Padang Tahun 2016 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah

dengan :

1. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 100); dan

2. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 9);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

Pengurangan PBB-P2 terutang tahun 2020 diberikan berdasarkan persentase
terhadap kenaikan PBB-P2 terutang tahun 2018, melalui aplikasi SISMIOP dan
secara otomatis tercantum dalam SPPT.



2. Ketentuan Pasal 34B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 34B

Besaran pengurangan PBB-P2 terutang tahun 2020 diberikan sebesar 90%
(sembilan puluh perseratus) dari selisih kenaikan PBB-P2 terutang tahun 2018.

3. Ketentuan Pasal 34C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34C
Pengurangan PBB-P2 terutang tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34B, dikecualikan:

a. dalam hal perhitungan PBB-P2 terutang tahun saat diberikan pengurangan,
lebih kecil atau sama dari PBB-P2 terutang tahun 2018; atau

b. objek pajak non standar dan khusus yang telah dilakukan penilaian
individual.

4. Ketentuan Pasal 34D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34D
Pencatatan piutang atas PBB-P2 terutang tahun 2020 ialah nilai PBB-P2
terutang setelah diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34B.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

pada tafiggal \29 Januari 2020

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

BER¥TA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR



